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:;UBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN I;'ANGAN DAN JAJANAN ANAK DI KANTIN SEKOLAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rungk<J meningkatk<Jn keamanan pangan dan jajanan anak di kantin sekolah ,,,rta
untuk efektifilas Peraturan Gubernur NomoI' 140 Tahun 2013 tentang Slandm
Penyelenggaraan Kantin Sekolah Seh<Jt, dengan in! menginslruks,kan :

I<epacla

Untuk

KESATU

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehalan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehalan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI

Jakarta

Memberikan perhatian khusus seb<Jgai up<Jya bersama dalam ranvka
meningkatkan pengawasan keamanan pang<Jn dan jajanan anak di k"nlin
sekolah, melalui koordin<Jsi lintas sektoral sesuai tugas dan fungsinY<J, agar
pelaksanaan lebih' terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, deng<Jn
rincian tugas sebagai berikut :

a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar
mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksan<Jan
keamanan pangan dan jajanan akan di kanlin sekolah;

h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan
pembinaan penyelenggaraan Kanlin Sekolah Sehat pada seluruh SallJan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat. Taman Kanak-k"nakl
sederajat. Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah Pert"m<J/
sederajat dan Sekol<Jh Menengah Atas/sederaja' di Provinsi DKI Jllkdrta.

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar:

1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan
jajanlln anak di kantin sekolah pada lingkat Provinsi OKI Jakarta;

2. menyiapkan sumbel' daya manusia untuk ditugaskan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan
jajanan anak di kantin sekolah pada tingkat Provinsi DKI Jakarta;

3. melaksanakan uji petiklpemeriksaan sample pangan dan jajanan
anak di kantln se"olah pada tingkat Pruvinsi DKI Jakarta;
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4. memuual p~tunjuk pelaksana"n dan pelunjuk teknis terkail pemlJlll"''''
dan ~engawasan keamanan pangan dan jajanan anak di kantin
sekolah di Provinsi OKI Jakarta; dan

5. meiakukan investigasi hingga penindakan berkoordinasi dengan
Inslansi lerkail, dalam hal dilemukan penggunaan bahan tambahan
pangan yang lJerbahaya.

d. Para K'·;pala Suku Oinas Kesehalan Provinsi OKI Jakarta, agar:

1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan
jajanan anak di kant in sekolah pada masing-masing wilayah keqanya;

2. menyiapkan sumber daya manusia untuk ditugaskan dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan jajanan anilk eli
kanlin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya; dan

3. melaksanakan uji petik/pemeriksaan sample pangan dan jalanan
anak di kanlin sekolah pada masing-masing wilayah kerjanya;

e. Para Kepala Pusal Kesehatan Masyarakat Kecamalan Provinsl OKI
Jakarta, agar:

1. melaksanakan sarana dan prasarana berupa rapid test yang
dibutuhkan 'dalam rangka pembinaan dan pengawasan keamanan
pangan dan jajanan anak eli kantin sekolah pada masing-m,lsing
wilayah kerjanya; dan

2. menyiapkan sumber daya manusia untuk ditugaskan d"lam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan dan
jajanan anak di kantin sekolah pada masing-masing wilayah kerjdnya.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diklum
KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Oaerah, di bawah koordinasl
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaerah (APBO) melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) masing­
masing Satuan Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah
(SKPO/UKPO) lerkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikal serta
dapal dipertanggungjawabkan sesual dengan ketenluan peraluran
perundang-undangan.

Inslruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.

Tembusan:

Oilelapkan di Jakarta
~~aEla.I~~ggal 4 November 2015
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1. Sekrelaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
2, Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta


